BAB III
TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BERKABUNG

BAGI SUAMI DALAM PASAL 170 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam
1. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI
merupakan ekspetasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini,
khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi
institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam,
keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses
pemberlakuanya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri
di kalangan para cendikiawan.

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum
Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik
digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian
hukum sekalipun.'

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation danCompilatie
dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compilare yang artinya
mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-
peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.” Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur

! Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2000) 34.
2 B
Ibid.
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(tentang daftar informasi, karangan dsb).’Sedangkan dalam Kamus Inggris
Indonesia - Indonesia — Inggris, karangan S. Wojowasito dan
WIJS.Poerwadaminta, compilation diartikan sebagai karangan yang
tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.*

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau
dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk
mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai
literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini
dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia:

Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari
berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan
mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai
sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis
dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan
yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.’

Dalam konteks hukum kita jarang mendengar istilah kompilasi,
meskipun istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari di kamus,
eksklopedia, atau buku terkait terminologi hukum. Namun tidak ada
penjelasan yang sepesifik terkait pengertian kompilasi. Ini disebabkan
karena minimnya penggunaan istilah tersebut dalam penerapanya. Kita

akan lebih familiar dan lebih mengenal istilah kodifiikasi dari pada

kompilasi.

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584

*S. Wojowasito dan WIS. Poerwadaminta, Kamus Lengkap Inggris — Indonesia — Idonesia
— Inggris, (Jakarta: Hasta, 1982), 88

> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 11
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Dalam istilah hukum, Kodifikasi diartikan sebagai pembukuan satu
jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku
hukum. ¢ Dalam penerapanya kodifikasi diterjemahkan dengan istilah
“Kitab Undang-undang” (Wetboek) yang dibedakan dengan “Undang-
undang” (Wet).

Perbedaan antara kodifkasi/Kitab undang-undang dan undang-undang
terletak pada materinya. Kodifkasi memliki materi yang luas tidak hanya
satu sektor peraturan namun bisa mencakup seluruh bidang hukum dalam
satu frame semisal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Sedangkan undang-
undang hanya mencakup salah satu sektor dari hukum semisal UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan.

Didalam Terminologi Hukum Inggris-Indonesia karangan [.P.M.
Ranuhandoko B.A. complation adalah penyaringan dan dibukukannya
Undang-undang menjadi suatu keutuhan.” Kalau mengacu dari pengertian
tersebut kompilasi jauh dari apa yang kita pahami sekarang. Selain akan
menimbulkan kerancuan makna dengan kodifikasi, pengertian kompilasi
tersebut juga tidak menggambarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah
ada saat ini. Untuk membedakan kompilasi dengan kodifikasi,

Abdurrahman mendefinisikan kompilasi sebagai berikut:

611 -

Ibid. 9

7 Ranuhandoko,  Terminologi ~Hukum  Inggris-Indonesia. — (Jakrta:  Sinar  Grafika,
2003), 149
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Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah

buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-

bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.®

Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi tentu
berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau kita cermati
perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak
harus berupa produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa
bahan,aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi
lebih ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Lebih jauh lagi Abdurrahman menjelaskan, dalam konteks KHI
kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum
yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para
hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari
berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam
penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainya
yang berhubungan dengan itu.’

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai
kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum islam yang dimbil dari
berbagai sumber kitab hukum (figh) yang mu’tabar yang dijadikan sebagai
sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri
dari bab nikah, waris, dan wakaf.

Ketidak tegasan penggunaan istilah ini memang seharusnya tidak

boleh terjadi. Hal ini dikarenakan mulai dari perumusan hingga

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 12
?Ibid, 14
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ditetapkanya pada tahun 1991 tidak secara tegas bagaimana pengertian
kompilasi dan kompilasi hukum Islam itu sendiri. Degan demikian, para
penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai
apa yang dibuatnya tersebut.

Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
menjelaskan bahwa, tidak adanya penegasan istilah kompilasi dalam term
Kompilasi Hukum Islam karena padawaktu proses penyusunan tidak
nampak pemikiran yang kontroversial dan tidak mengundang reaksi dari
pihak manapun mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu.'

2. Latar Belakang Penyusunan

Dengan dikeluarkanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan
agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada
empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, perdilan
agama, peradialan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada
undangundang tesebut scara tegas memposisikan peradilan agama sejajar
dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrin Agama.
Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama
dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi
Indonesia.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang

semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan

rbid.
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diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung. '' Peraturan tersebut semakin memperkokoh
keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan
dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi
peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai
sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum
Syara’. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama
disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang
cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum
materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungn
Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk mengggunakan
kitab-kitab mu’tabarsebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18
Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut
dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa
dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di
bawabh ini:

a. Al-Bajuri

" bid, 76-77.
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b. Fathul Mu’in dengan Syarahnya

c. Shargawi ‘ala al-Tahrir

d. Qulyubi/ Muhalli

e. Fathul Wahab dengan Syarahnya

f.  Tuhtfah

g. Targhib al-Mushtaq

h. Qawanin al-Shar’iyah Li al-sayyid Uthman bin Yahya
i. Qawanin al-Shar’iyah Li al-sayyid Sodagah Dahlan
j.  Shamsuri Li al-Fara’id

k. Al-Figh ‘ala al-Mu’adhahibi al-Arba’ah

. Mughni al-Muhtaj

m. Bughyah al-mustar al-shari’ah."

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya,
namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru
menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

Menurut Bustanul Arifin yang dikutib Abdurrahman dalam bukunya
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaaskan bahwa dasar
keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab figh. Ini membuka peluang
bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak
yang kalah perkara mempertanyakan pemakain kitab/pendapat yang tidak
menguntungkanya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan

penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke 13 kitab pegangan itu

' Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang
pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah diluar Jawa dan Madura.
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jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan
diantara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang
demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan
pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun
Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang
sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi putusannya. 13

Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab figh."
Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan,
kesemuannya lebih bersifat eksk/usif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab
rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi’i. Kecuali
untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif
(perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam
bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu
Arab."

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus
Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku
untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah
juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam
penting untuk dirumuskan.

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung

dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25

" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 23
14 Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 144-145
15714
Ibid.
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tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum

Islam melalaui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek

Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa

proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di
Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu
mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan
hukum positif di Pengadilan Agama;

b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi
dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di
pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri
dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik
Indonesia; 16
Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar

belakang disusunnya KHI, yakni:

a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang Undang Dasar 1945,adalah mutlak adanya suatu hukum

nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragamaberdasarkan

"“Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret
1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek
Pembangunan Hukum Islam melalaui yurisprudensi
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Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan
kesadaranhukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,Peradilan Agama mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnyasebagai
peradilan negara.

c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan
Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-
bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari
1958 Nomor B/I/735 hukumMateriil yang dijadikan pedoman dalam
bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumberpada 13 kitab
yang kesemuanya madzhab Syafi’i.

d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukummasyarakat semakin
berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang
lain, memperluas penafsiranterhadap ketentuan di dalamnya
membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama,fatwa

para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
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e. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu
dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat
dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama
sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan kepadanya.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan
latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permaslahannya
bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama.
Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan di atas diterima secara
serta merta.

Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya Figh Madzhab
Negara menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi
politik hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi
politik yang dimainkan Orde Baru."’

Lebih jauh lagi, Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan sedikitnya
ada empat faktor dominan dari politik hukum orde baru yang turut
mempengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan KHI. Keempat
faktor dimaksud merupkan prinsip-prinsip dan landasan pembangunan
hukum Orde Baru, baik dalam tataran konseptual maupun operasional.
Faktor-faktor itu adalah:

a. Idiologi Pancasila

b. Visi Pembangunanisme

""Marzuki Wahid dan Rumadi, Figih Madzhab Negara...,154-155.
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c. Dominasi negara atas masyarakat
d. Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawasan Bhineka
Tunggal Ika.'®

Apa yang dikemukakan Marzuki Wahid dan Rumadi tidak bisa kita
kesampingkan. Meski pada masa rezim Soeharto secara praktis empiris
hukum Islam mempunyai kedudukan dalam tata hukum nasional, atau
bahkan secara formal posisinnya lebih baik. Namun seperti apa yang kita
ketahui rezim Soeharto menggunakan segala cara utuk melanggengkan
setatus quo kekuasaannya, tak terkecuali dalam bidang hukum. Belum lagi
sikap pemerintah terhadap masyarakat muslim yang sangat kontras ketika
awal pemerintahan dan dekade delapan puluhan. Ketika dekade delapan
puluhan sikap pemerintah mulai melunak dibandingkan dengan awal
pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) yang langsung dibentuk oleh Presiden Soeharto sendiri,
pembangunan masjid-masjid yang tersebar diseluruh Indonesia, lolosnya
Undang-undang Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat Indonesia
(BMI), pelegalan jilbab di sekolah dan di dekade yang sama pula
pemerintah membuat tim untuk menyusun proyek KHI. Kadaan semacam
ini tentu jauh berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat muslim

ketika awal pemerintahan Orde Baru."

18714

Ibid.

19 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat Madani dan Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 176.
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Secara konstelasi/politik latar belakang disusunnya KHI tak lepas
dari kepentingan pemerintah itu sendiri, meski disisi lain hukum juga tidak
akan hidup tanpa campur tangan pemerintah (kekuasaan). Secara
normatif/pragmatis apa yang dikemukakan oleh tim penyusun KHI dan
pemerintah memang benar adanya.

3. Isi Kompilasi Hukum Islam

Seperti apa yang sudah kita ketahui, Kompilasi Hukum Islam terdiri
dari 3 buku, yakni Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang
Kewarisan, dan Buku III Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku
ini sekedar pengelompokan bidang pembahasan hukum yang dibahas.
Namun dalam kerangka sistematisnya masing-masing buku terbagi dalam
beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut tersusun atas pasal-pasal yang
masih ada relevansi dengan nomor pasal pada Buku L.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal
dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah
pasal yang paling banyak adalah Buku I (Perkawinan), selanjutnya Buku II
(Kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku III (Perwakafan).
Perbedaan jumlah ini dikarenakan tingkat intensif dan terurai atau
tidaknya pengaturan masing-masing yang tergantung pada tingkat
penggarapannya. ° Dalam hal perkawinan karena sudah dikerjakan
sampaipada hal-hal yang detail atau mencontoh pengaturan yang ada

dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Ini dibuktikan dengan

0 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.., 63.
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banyaknya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijadikan sebagai
rujukan pada KHI Buku I (Perkawinan). Sebaliknya dengan Buku II dan
Buku III, karena jarang digarap maka dalam KHI hannya muncul secara
garis besarnya saja dengan jumlah yang cukup terbatas.

Untuk bidang hukum perkawinan, KHI tidak hanya terbatas pada
hukum subtantif saja. Kompilasi juga memberikaan pengaturan tentang
masalah prosedural atau tatacara pelaksanaan yang seharusnya menjadi
cakupan perundang-undangan perkawinan. Kita ambil contoh Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang peraturan
pelaksanaanya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa ketentuan Hukum
Acara mengenaia perceraian. Dan Kompilasi Hukum Islam memasukkan
semua aspek tersebut. Oleh karena itu mengapa dalam Buku I
(Perkawinan) terlihat tebal dan detail dibandingkan dengan Buku II dan
L

Ditinjau dari segi sistematisnya sebuah peraturan perundang-
undangan Kompilasi Hukum Islam tidak menggambarkan sebuah
sistematika yang baik. Semisal didalam Kompilasi Hukum Islam tidak
mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang
hukum yang diaturnya. Selain itu, kalau kita cermati sistematika
Kompilasi Hukum Islam ada beberapa bab yang seharusnya dapat dilebur

menjadi satu.

2 Ibid, 64.
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Secara substansi tidak ada yang menyangkal atau meragukan isi dari
Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam memberikan
nuansa hukum yang sedikit berani keluar dari hukum figh yang sudah
mengakar, seperti pembatasan usia pernikahan laki-laki dan perempun.
Nampaknya semua sepakat bahwa substansi Kompilasi Hukum Islam

selaras dengan Syari’at Islam.

B. Berkabung Bagi Suami dalam Pasal 170 ayat 2 KHI

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa salah satu dari
kewajiban wanita beriddah ialah adanya 7ihdad. Ihdad bila dilihat dari segi
etimologi atau bahasa adalah a/-man’u atau al-imtina’ yang bermakna
mencegah. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perbedaan istilah
secara bahasa tidak mengurangi esensi 7hdad, seperti yahya zakariyya al-
ansari yang mendefinisikan 7hdad secara etimologi ialah mencegah.
Mengenai definisi 74dad secara terminologi, para ulama mendefinisikannya
dengan definisi yang berbeda. Seperti wahbah al-zuhayli, beliau
mendefinisikan 7Adad ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak
mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.
Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhayli
menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata,
dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan.
Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan 7hdad tidak dilarang

memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. la
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juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.”” Agak berbeda dengan yahya
zakariyya al-ansari, Abu Bakar al-Dimyati, mendefinisikan 7iAdad dengan
menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Perbedaan definisi /Adad yang
terjadi diatas, hanyalah perbedaan redaksional saja, sedangkan secara
substansi ialah sama yakni mencegah dari berhias diri.

Setelah kita mengetahui tentang definisi 7/4dad dalam fikih, tentunya di
Indonesia juga mengatur 7idad. Karena di Indonesia mayoritas adalah
masyarakat muslim, hal tersebut tertuang dalam pasal 170 ayat 2 KHI yang
berbunyi

Setelah kita ketahui bahwa bila seorang suami yang meninggal, wajib
bagi isterinya untuk berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Bila si isteri
meninggal suami berhak melakukan 7hdad atau berkabung. Hal ini sesuai
dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(2) Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa

berkabung menurut kepatutan.”

*Tihami dan Sohari Sahrani , Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali
Press, 2009), 343.
3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 155.
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